
Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.

Daftar Rujukan

Baswedan, Ismet, 2004, Hukum 
Acara Perdata Peradilan 
Umum, Surabaya : Airlangga 
University Press.

Bruggink, J.J.H., 1999,  Refleksi 
tentang Hukum, alih bahasa 
Arief Sidharta, Bandung : 
Citra Aditya.

Djamal, 2099, Hukum Acara Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) di 
Indonesia, Bandung : Pustaka 
Reka Cipta.

Kelsen, Hans, 1992  Introduction to 
The Problems of Legal 
Theory, A Translation of The 
First Edition of The Reine 
Rechtslehre or Pure Theory of 
Law, translated by Bonnie 
Litschewski Paulson and Stan-
ley L. Paulson, New York : 
Oxford  University Press.

Hart, H.L.A., 1988, The Concept of 
Law, New York : Oxford 
University.

Hartono, 1976, Soenarjati Apakah 
The Rule Of law itu?, Ban- 
dung : Alumni.

Huijbers, Theo, 1982, Filsafat 
Hukum dalam Lintasan Seja- 
rah, Yogyakarta : Kanisius.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, 
Hukum Acara Perdata Indone-
sia, Yogyakarta : Liberty.

Neufeldt, Victoria, 1989, Webster’s 
New World Dictionary of 
American English, New York : 
Prentice Hall General Refe- 
rence.

Ramelan, Eman, 2003. Prinsip-prin-
sip Pengaturan Ruang Bawah 
Tanah Untuk Bangunan 
Gedung dalam Sistem Hukum 
Agraria Nasional, Disertasi, 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Airlangga, Sura-
baya.

Soerodjo, Irawan, 1999, Kepastian 
Hukum Pendaftaran Hak Atas 
Tanah di Indonesia, Disertasi, 
Program Pascasarjana Univer-
sitas Airlangga Surabaya.

Sumaryono, E, 2002, Etika Hukum : 
Relevansi Teori Hukum 
Kodrat Thomas Aquinas, Yog-
yakarta : Karnisius.

Subekti, R., 1989, Hukum Acara 
Perdata, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Departemen 
Kehakiman,   Bandung : 
Binacipta.

Sogar Simamora, Yohanes, 2005.  
Prinsip Hukum Kontrak dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa 
oleh Pemerintah, Disertasi, 
Program Pasca Sarjana 
Univertsitas Airlangga, Sura-
baya.

Yudha Hernoko, Agus,  2010, 
Hukum Perjanjian Asas 
Proporsionalitas dalam Kon-
trak Komersial, Jakarta : Ken-
cana Prenada Media Group.

tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Abstract
Procedural law principle is simple, fast, and low cost is a fundamental 
principle of law in the civil justice system, because it determines the 
dignity of the judiciary. The principle of this law, is conceptually not 
clear that its application raises issues of judicial practice. Civil judicial 
practice in the courts of appeals indicates the deviation of this legal 
principle that led to a civil case examination mechanism be transparent 
and accountable. Therefore, it is necessary to benchmark these legal 
principles, so that justice practices can be implemented in a standard 
and transparent procedure so that justice can be upheld. Civil case 
examination procedures and transparent standard will provide a sense 
of justice and the rule of law which is the guarantee for the justice see- 
kers do not cassation to the Supreme Court, resulting in the restriction 
of appeal in civil cases.

Keywords: benchmarking, trial procedures, restrictions case

Abstrak
Prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan 
prinsip hukum yang mendasar dalam sistem peradilan perdata, karena 
sangat menentukan harkat dan martabat lembaga peradilan. Prinsip 
hukum ini, secara konseptual belum jelas sehingga menimbulkan 
persoalan penerapannya pada praktek peradilan. Praktek peradilan 
perdata pada peradilan tingkat banding mengindikasikan terjadinya 
penyimpangan prinsip hukum ini sehingga menyebabkan mekanisme 
pemeriksaan perkara perdata menjadi tidak transparan dan akuntabel. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya tolok ukur prinsip hukum ini, agar  
praktek peradilan dapat dilaksanakan dalam suatu prosedur yang baku 
dan transparan sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan. 
Prosedur pemeriksaan perkara perdata yang baku dan transparan akan 
memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang merupakan jami-
nan pencari keadilan untuk tidak melakukan upaya hukum kasasi pada 
Mahkamah Agung, sehingga terjadi pembatasan perkara kasasi dalam 
perkara perdata.

Kata kunci : tolok ukur, prosedur persidangan, pembatasan perka-
ra
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan 

Penetapan Upah Minimum Kabu-

paten Kota (UMK) dilakukan Guber-

nur yang didasarkan pada Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) dengan mem-

perhatikan produktivitas dan mem-

perhatikan pertumbuhan ekonomi 

serta diarahkan pada pencapaian 

KHL sesuai dengan komponen 

maupun tahapan pencapaian KHL 

dan memperhatikan kondisi kemam-

puan dunia usaha. 

Gubernur dalam menetapkan 

UMK memperhatikan rekomendasi 

Dewan Pengupahan Provinsi dan 

Bupati/Walikota (sesuai daerahnya 

masing-masing). Rekomendasi Bu- 

pati/Walikota berasal dari Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota hasil 

pembahasan UMK. Dewan Pengupa-

han Kabupaten Kota terdiri dari 

unsur Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja serta menyertakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Kota. 

Pembahasan UMK 2016 belum 

ada titik temu. Sampai Senin (12/10), 

tujuh daerah belum menyerahkan 

usulan upah ke Gubernur Jateng. 

Sementara 28 kabupaten/kota sudah 

mengusulkan UMK dengan nominal 

ganda. Pihak asosiasi pengusaha 

(Apindo) dan pekerja/buruh sama- 

sama mengusulkan UMK dua 

sampai tiga angka nominal (Suara 

Merdeka, 13 Oktober 2015). 

Salah satu Daerah yang belum 

menyerahkan usulan UMK 2016 

kepada Gubernur Jateng adalah 

Kabupaten Pekalongan. Pembahasan 

UMK 2016 belum ada titik temu. 

Faktor penyebabnnya adalah adanya 

perbedaan pendapat dalam peng-

hitungan UMK yang layak antara 

pekerja dan pengusaha. Kedua pihak, 

pekerja dan pengusaha (Apindo) 

mempertahankan pendapatnya ma- 

sing-masing dan belum ada kesepa-

katan. 

Perbedaan tersebut, meminjam 

istilah Mahfud MD (1999), terjadi 

karena adanya “tolak tarik” kepen- 

tingan dalam penghitungan UMK 

yang layak. Selain itu, pekerja 

menuntut kenaikan UMK setiap 

tahun dan pengusaha keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan upah. 

Kenaikan tersebut oleh pengusaha 

dianggap tidak proporsional, apalagi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 

masih tidak menentu akibat krisis 

ekonomi yang belum selesai. 

Permasalahan

Tulisan ini akan melakukan 

kajian secara kriminologis penetapan 

UMK didasarkan pada KHL, 

produktivitas dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi menimbulkan 

permasalahan, pertama, terjadi 

“tolak tarik” antara pekerja dan 

pengusaha dalam penghitungan 

UMK yang layak; dan kedua, adanya 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anarkis 

sehingga perlu ada solusi bagi pene-

tapan UMK yang akan datang.   

Pembahasan

Peran dan Kedudukan Tenaga 

Kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran 

serta kedudukan penting, baik 

sebagai pelaku maupun tujuan pem-

bangunan. Peran tenaga kerja terkait 

kemampuan pekerja untuk melaku-

kan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa. Sedangkan kedudukan 

tenaga kerja terkait kedudukan 

pekerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. 

Kedudukan tenaga kerja sebelum 

masa kerja terkait syarat-syarat 

kerja. Syarat kerja yaitu memiliki 

keahlian dan ketrampilan (skill), 

tingkat pendidikan, kecerdasan 

intelektual (intellectual ques-

tions/IQ), kecerdasan emosional dan 

spiritual (emotional and spiritual 

questions/ESQ). (Simanjuntak, 2009 

: xiii). Kedudukan tenaga kerja 

selama masa kerja terkait upah yang 

diterima pekerja. Kedudukan tenaga 

kerja sesudah masa kerja terkait uang 

pesangon dari pemberi kerja, baik 

perorangan, pengusaha, badan hu- 

kum swasta/negara dan badan lain- 

nya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dan membayar upah/imbalan.  

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting, yaitu kedudukan 

pekerja selama masa kerja terkait 

dengan upah yang diterima oleh 

pekerja. Upah yang diterima pekerja 

adalah Upah Minimum yang besa-

rannya telah ditetapkan masing-ma- 

sing Kabupaten Kota sesuai kom-

ponen tahapan pencapaian KHL. 

UMK yang diterima pekerja selama 

ini belum sesuai harapan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak bagi kemanusiaan guna mewu-

judkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya.

Politik Hukum Upah Minimum

Politik hukum adalah hukum 

seperti apa yang digunakan untuk 

mengatur kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat. Poli-

tik hukum yang akan digunakan 

mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara harus 

sesuai dengan nilai-nilai maupun 

pandangan hidup (ideologi) dari 

bangsa yang bersangkutan. (Fajar, 

1999: 1). 

Politik hukum perlu memperhati-

kan tiga dimensi (variabel), yaitu 

politik, hukum dan budaya yang di 

dalamnya tersimpan seperangkat 

nilai yang akan dijadikan sebagai 

dasar kebijakan mengatur kehidupan 

masyarakat sehingga mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu 

bangsa. (Lubis, 1999: 1). Perta- 

nyaannya, sejauhmana hukum dapat 

mengarahkan kehidupan bernegara, 

berbangsa dan bermasyarakat ?

Politik hukum nasional adalah 

kebijaksanaan hukum (legal policy) 

yang hendak diterapkan atau dilak-

sanakan secara nasional oleh suatu 

pemerintahan negara tertentu. (Ku-

sumah, 1986: 42). Politik hukum 

nasional suatu negara perlu memper-

hatikan sistem nilai, etika dan hukum 

tidak tertulis. Etika adalah keyakinan 

mengenai nilai-nilai. Etika berbicara 

apa yang seharusnya dilakukan 

manusia, yaitu apa yang “benar”, 

“baik” dan “tepat”. (L. Tanya, 2011: 

6). 

Hukum seperti apa yang akan 

digunakan dalam penetapan upah 

tenaga kerja untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup layak bagi pekerja dan 

keluarganya guna meningkatkan 

kualitas, peran dan kedudukan serta 

perlindungan tenaga kerja sesuai 

harkat dan martabat kemanusiaan ? 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan seperti diatur 

dalam Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum. Pene-

tapan UMK dilakukan oleh Guber-

nur atas rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota yang 

didasarkan pada KHL dan memper-

hatikan produktivitas serta pertum-

buhan ekonomi dan diarahkan pada 

pencapaian KHL sesuai komponen 

dan tahapan pencapaian KHL. 

Sistem penetapan UMK yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagaker-

jaan maupun Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 

Minimum tersebut telah menyebab-

kan terjadinya “tolak-tarik” antara 

pekerja dengan pengusaha dan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anark-

is, baik oleh pekerja maupun pengu-

saha. 

Pertama, “tolak-tarik” dalam 

penetapan UMK. Hal ini terjadi 

karena ada perbedaan pendapat 

antara pengusaha dan pekerja dalam 

penghitungan UMK. Pengusaha 

menghendaki penetapan UMK 

dilakukan sesuai pencapaian KHL 

sehingga besaran angka nominal 

UMK ada di bawah KHL, sementara 

pekerja menuntut penetapan UMK 

sama dengan atau di atas KHL, agar 

besaran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Kedua, tuntutan kenaikan UMK 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis. Tuntutan kenaikan upah tersebut 

disebabkan upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan cara 

mengerahkan massa buruh setiap 

rapat pembahasan UMK oleh Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota dan 

berdemontrasi. Sedangkan ancaman 

dari pengusaha dilakukan dengan 

pemindahan lokasi kegiatan usaha 

(relokasi) dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Tindakan buruh turun ke jalan 

berdemontrasi karena adanya peristi-

wa “May Day” tanggal 1 Mei 1886 

atau Hari Buruh sedunia. (Yuwono, 

2014: 39). Hari Buruh diperingati 

setiap tanggal 1 Mei buruh sedunia 

untuk menuntut hak-haknya kepada 

majikan, yaitu hak mendapatkan 

upah yang layak, pengurangan jam 

kerja, jaminan sosial, memperoleh 

cuti dan hak berserikat. Lahirnya hari 

buruh sedunia ketika buruh Amerika 

Serikat sedang berdemontrasi dan 

melakukan pemogokan kerja secara 

massal pada 1 Mei 1886 dibubarkan 

secara paksa (baca: ditembaki) oleh 

polisi dan tentara. 

Secara kriminologis, adanya 

“tolak-tarik” antara pekerja serta 

pengusaha dan tuntutan kenaikan 

UMK yang diikuti dengan ancaman 

dan tindakan anarkis tersebut terjadi 

karena ada ciri-ciri, perbedaan serta 

konflik diantara kelas-kelas sosial 

yang ada. Perbedaan dan konflik 

tersebut akan dianalisis menggu-

nakan teori yang berorientasi pada 

kelas sosial. 

Salah satu teori yang berorientasi 

pada kelas sosial tersebut adalah 

teori anomie yang dikemukakan oleh 

Robert Merton. Secara harfiah 

anomie berarti  tanpa norma (IS. 

Susanto, 1991:45). Istilah anomie 

untuk menggambarkan keadaan 

deregulation atau normlesness, yaitu 

keadaan tidak ditaatinya aturan 

dalam masyarakat dan orang tidak 

tahu apa yang diharapkan dari orang 

lain (Frank P. William dan Marilyn 

McShane, 1988: 62). 

Teori anomie mendasarkan anali-

sisnya pada bahaya yang melekat 

dalam setiap bentuk ketidaksesuaian 

antara kebutuhan dan cara yang 

dapat digunakan untuk memenuhin-

ya; dan tahap tertentu dari struktur 

sosial akan meningkatkan keadaan di 

mana pelanggaran terhadap aturan 

masyarakat akan menghasilkan tang-

gapan yang “normal”. (IS. Susanto, 

1991: 45).

Dalam setiap masyarakat terdapat 

tujuan-tujuan tertentu yang ditanam-

kan kepada seluruh warganya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat 

sarana-sarana yang dapat dipergu-

nakan. Dalam kenyataannya tidak 

setiap orang dapat menggunakan 

sarana-sarana yang tersedia. Ke- 

adaan ini menyebabkan penggunaan 

cara tidak sah dalam mencapai 

tujuan dan akan timbul penyimpa- 

ngan dalam mencapai tujuan. 

Dalam setiap masyarakat selalu 

terdapat struktur sosial yang berben-

tuk kelas-kelas, menyebabkan perbe-

daan-perbedaan kesempatan dalam 

mencapai tujuan. Golongan kelas 

rendah (lower class) mempunyai 

kesempatan lebih kecil dalam men-

capai tujuan dibandingkan dengan 

golongan kelas yang lebih tinggi 

(upper class). (Weda, 1996; 32). 

Perbedaan kelas dan kesempatan 

tersebut dapat menjadi faktor penye-

bab terjadinya tolak tarik antara 

pekerja dengan pengusaha serta 

tuntutan kenaikan UMK setiap 

tahun.   

Tolah-tarik Penetapan UMK

Dalam setiap penetapan UMK 

terjadi “tolak-tarik” antara pekerja 

dan pengusaha disebabkan, karena 

adanya perbedaan pendapat antara 

pengusaha dan pekerja dalam peng-

hitungan UMK. Pengusaha meng- 

hendaki penetapan UMK dilakukan 

sesuai pencapaian KHL sehingga 

besaran angka nominal UMK ada di 

bawah KHL, sementara pekerja 

menuntut penetapan UMK sama 

dengan atau di atas KHL, agar besa-

ran angka nominal UMK sama 

dengan KHL atau lebih besar dari 

KHL.   

Menurut Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2013), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah ataupun penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak bagi kemanusiaan. Sedangkan 

Pasal 88 ayat (2) UU Ketenagaker-

jaan (UU No.13/2003) menyebut-

kan, bahwa untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup yang layak bagi kemanu-

siaan pemerintah menetapkan kebi-

jakan pengupahan yang melindungi 

pekerja. 

Ketentuan di atas menunjukkan, 

penghasilan yang memenuhi kebutu-

han hidup layak bagi kemanusiaan 

adalah hak setiap pekerja dan 

Pemerintah telah menetapkan UMK 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi pekerja dan keluar-

ganya. Hal ini sejalan dengan 

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

penghasilan yang memenuhi peng-

hidupan yang layak adalah jumlah 

penerimaan atau pendapatan pekerja 

dari hasil pekerjaannya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja dan keluarganya secara 

wajar meliputi makanan minuman, 

sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi dan jaminan hari 

tua. 

Upah Minimum adalah upah 

bulanan terendah terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap yang 

wajib dibayar setiap bulan atau 2 

(dua) mingguan sesuai kesepakatan 

antara pekerja dan pengusaha. Oleh 

karena itu, pengusaha dilarang mem-

bayar upah lebih rendah dari upah 

yang telah ditetapkan. Upah Mini-

mum tersebut berlaku bagi pekerja 

yang mempunyai masa kerja kurang 

dari 1 (satu) tahun dan diperuntuk-

kan bagi pekerja lajang (bujang). 

Penetapan upah minimum yang 

didasarkan pada KHL, produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi serta 

diarahkan pada pencapaian KHL 

sesuai komponen dan tahapan 

pencapaian KHL. Ini berarti, peneta-

pan UMK sangat bergantung pada 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun berjalan. Arti- 

nya, penetapan UMK tahun 2016 

dipengaruhi oleh produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada bulan 

Oktober tahun 2015. 

Begitu pula, besaran angka nomi-

nal UMK setiap tahun juga dipe- 

ngaruhi kondisi ekonomi pada tahun 

berjalan (ayat 1). Upah Minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL 

(ayat 2). Pencapaian KHL merupa-

kan perbandingan besarnya Upah 

Minimum terhadap nilai KHL pada 

periode yang sama (ayat 3). Untuk 

pencapaian KHL tersebut Gubernur 

menetapkan tahapan pencapaian 

KHL dalam bentuk peta jalan penca-

paian KHL bagi Perusahaan Industri 

Padat Karya Tertentu dan bagi peru-

sahaan lainnya mempertimbangkan 

kondisi kemampuan dunia usaha 

(ayat 4). 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan 

ayat (4) di atas, menunjukkan perin-

tah dalam penetapan upah minimum, 

yaitu pada kalimat “upah minimum 

diarahkan pada pencapaian KHL” 

dan “Gubernur menetapkan tahapan 

pencapaian KHL dalam bentuk peta 

jalan pencapaian KHL”, sehingga 

ketentuan tersebut telah membatasi 

upaya pencapaian tahapan KHL. 

Sedangkan peta jalan pencapaian 

KHL yang ditetapkan Gubernur juga 

merupakan pembatasan, agar UMK 

tidak lebih besar dari pencapaian 

KHL atau upah minimum angka 

nominalnya tidak di atas KHL atau 

mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Peta jalan pencapaian KHL 

menurut Pasal 4 Permenakertrans 

Nomor 7 Tahun 2013 dimulai dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, 

yaitu pertama, menentukan tahun 

pencapaian upah minimum sama 

dengan KHL; kedua, memprediksi 

nilai KHL sampai akhir tahun penca-

paian; ketiga, memprediksi besaran 

nilai upah minimum setiap tahun; 

dan keempat, menetapkan prosentase 

pencapaian KHL dengan memban- 

dingkan prediksi besaran upah mini-

mum dengan prediksi nilai KHL 

setiap tahun. 

Dalam penetapan UMK setiap 

tahun, kata “diarahkan” dan “peta 

jalan” menyebabkan UMK tidak 

memenuhi KHL bagi pekerja dan 

keluarganya. Hal ini disebabkan, 

karena penghitungan UMK sudah 

“diarahkan” dan “dipetakan” penca-

painnya. Dengan kata lain, sistem 

penetapan UMK sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Upah Minimum hanya melahirkan 

pola hubungan industrial terfokus 

pada penentuan UMK dan bukan 

peningkatan kesejahteraan pekerja.

Usulan UMK diajukan oleh 

Bupati/Walikota atas rekomendasi 

Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

Kota masing-masing. Usulan terse-

but diajukan setelah Dewan 

Pengupahan melakukan survey KHL 

dan hasilnya digunakan sebagai 

dasar rekomendasi besaran UMK 

untuk disampaikan Bupati/Walikota 

masing-masing dan selanjutnya 

Bupati/Walikota akan mengirimkan 

usulan UMK tersebut kepada ma- 

sing-masing Gubernur.   

UMP/UMK ditetapkan Gubernur 

tanggal 1 Nopember dan mulai 

berlaku tanggal 1 Januari tahun beri-

kutnya (UMK Tahun 2016 ditetap-

kan Tahun 2015). Penetapan UMK 

tersebut didasarkan pada hasil survey 

KHL pada Kabupaten Kota dengan 

memperhatikan rekomendasi Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL. Pembahasan UMK dilakukan 

bulan Oktober melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Kota pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Kota masing-masing. 

Di bawah ini diberikan contoh 

UMK 2015 di Propinsi Jawa Tengah. 

Penetapan UMK didasarkan pada 

KHL, produktivitas dan pertumbu-

han ekonomi sesuai hasil survey 

Dewan Pengupahan Kabupaten Kota 

serta standar kehidupan yang layak 

di Kabupaten Kota pada Tahun 2014. 

Adapun UMK Kabupaten Kota 

Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut sebagaimana terlihat dalam 

tabel UMK Tahun 2015 pada 35 

Daerah Kabupaten dan Kota pada 

Provinsi Jawa Tengah (http://bisnis 

.liputan6.com/read/2137106/umk- 

2015-untuk-jawa-tengah-naik-1496, 

diakses hari Senin, tanggal 28 

September 2015 pukul 20.30 wib)  

sebagai berikut: 

Tabel di atas menunjukkan, 

bahwa penetapan UMK Tahun 2015 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 

adalah Kota Semarang, yaitu sebesar 

Rp 1.685.000,- (satu juta enam ratus 

delapan puluh lima ribu rupiah), 

sedangkan UMK Tahun 2015 

terendah terdapat pada 2 Kabupaten, 

yaitu  Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Cilacap Wilayah Barat, 

sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta 

seratus ribu rupiah). Sedangkan dari 

daftar UMK 2015 pada 35 Kabupa- 

ten Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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tersebut, UMK Kabupaten Pekalon-

gan 2015 adalah sebesar Rp 

1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh satu ribu rupiah). UMK terse-

but lebih rendah dari UMK Kota 

Pekalongan sebesar Rp 1.291.000,- 

(satu juta dua ratus sembilan puluh 

satu ribu rupiah) dan lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang sebesar Rp 

1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh 

puluh ribu rupiah). Dengan demiki-

an, UMK Kabupaten Pekalongan 

apabila dibandingkan UMK Kota 

Pekalongan dan Kabupaten Batang), 

UMK Kabupaten Pekalongan selalu 

lebih rendah dari UMK Kota Peka-

longan dan selalu lebih tinggi dari 

UMK Kabupaten Batang.

Pembahasan dan penetapan UMK 

Tahun 2015 Kabupaten Pekalongan 

ditetapkan melalui rapat Dewan 

Pengupahan Kabupaten Pekalongan 

pada bulan Oktober Tahun 2014 

sebanyak 5 (lima) kali. Setiap rapat 

Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan pekerja mengerahkan 

massa ke Kantor Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Din-

sosnakertrans) Kabupaten Pekalon-

gan, baik SPSI maupun SPN. Hal ini 

menunjukkan, bahwa UMK menjadi 

tumpuan pekerja dan bukan sebagai 

jaring pengaman sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013.

Pengerahan massa yang dilaku-

kan serikat pekerja tujuannya “me-

nekan” pengusaha atas tuntutan 

kenaikan Upah Minimum pekerja, 

agar pengusaha mau membayar upah 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Namun, pengusaha tidak pernah 

menyetujui tuntutan kenaikan upah 

tersebut. Alasan penolakan dari 

pengusaha, karena tuntutan kenaikan 

upah minimum tersebut oleh pengu-

saha dianggap “tidak rasional” dan 

“tidak proporsional”. 

 Dengan demikian, apabila peker-

ja mengajukan tuntutan kenaikan 

upah minimum untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang layak guna 

meningkatkan kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya, oleh pengusaha 

tuntutan tersebut selalu ditanggapi 

secara tidak serius. Hal ini disebab-

kan, pengusaha tidak merasa khawa-

tir, karena apabila terjadi perbedaan 

pendapat antara pekerja dengan 

pengusaha, Pemerintah yang akan 

menjadi penengahnya.

Oleh karena itu, penetapan UMK 

(Kabupaten Kota) setiap tahun dalam 

kenyataannya ada yang berjalan 

secara mulus tanpa terjadi perbedaan 

pendapat, antara pekerja dengan 

pengusaha. Sebaliknya, dalam pene-

tapan UMK tersebut ada pula yang 

terjadi “tolak tarik” kepentingan 

antara pekerja dan pengusaha, 

karena keduanya saling memperta- 

hankan pendapatnya masing-masing, 

terkait penghitungan Upah Mini-

mum. 

Salah satu Kabupaten yang dalam 

penetapan UMK setiap tahun terjadi 

perbedaan pendapat antara Serikat 

Pekerja (SPSI dan SPN) dengan 

pengusaha (APINDO) adalah Kabu-

paten Pekalongan. Misalnya, peneta-

pan UMK Tahun 2014 pada bulan 

Oktober 2013 berjalan alot dan tidak 

mencapai kesepakatan. Bahkan, 

rapat Dewan Pengupahan Kabupaten 

Pekalongan dilakukan sampai 5 

(lima), baru bisa mencapai kata sepa-

kat.

Perbedaan pendapat atau “tolak 

tarik” dalam penepatan UMK Kabu-

paten Pekalongan Tahun 2014 terse-

but menimbulkan korban pihak 

Pemerintah serta Serikat Pekerja. 

Pada saat itu, Pejabat Kepala Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-

si Kabupaten Pekalongan oleh 

Bupati Pekalongan dalam waktu satu 

bulan diganti sebanyak 3 (tiga) kali. 

Begitu pula, Ketua Serikat Pekerja 

(SPN) Kabupaten Pekalongan 

setelah peristiwa tersebut tidak terpi-

lih lagi. Hal ini disebabkan, pada saat 

itu, setiap ada rapat Dewan Pengupa-

han Serikat Pekerja, baik SPSI 

maupun SPN selalu mengerahkan 

masa diserti dengan ancaman dan 

tindakan anarkis, seperti turun ke 

jalan “demo” atau “tahlilan bersama” 

yang dilakukan di kompleks Gedung 

Sekretaris Daerah Kabupaten Peka-

longan serta berorasi menuntut 

kenaikan upah pekerja.

               

Tuntutan kenaikan UMK 

Tuntutan kenaikan UMK diikuti 

ancaman dan tindakan anarkis. Tun-

tutan kenaikan upah tersebut dise-

babkan karena upah yang diterima 

pekerja belum memenuhi kebutuhan 

hidup layak bagi pekerja dan keluar-

ganya secara wajar meliputi 

makanan minuman, sandang, peru-

mahan, pendidikan, kesehatan, 

rekreasi dan jaminan hari tua. 

Penetapan UMK yang didasarkan 

pada KHL dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi sesuai dengan komponen 

dan tahapan pencapaian KHL (yang 

diarahkan pada pencapaian KHL) 

tersebut melahirkan tuntutan 

kenaikan UMK yang layak setiap 

tahun dari pekerja. Sementara di sisi 

lain, pengusaha merasa keberatan 

memenuhi tuntutan kenaikan UMK, 

sehingga pekerja berada dalam 

ketidakpastian terus menerus meski-

pun hal ini tidak terjadi di semua 

daerah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Inilah yang dimaksud oleh 

Merton, bahwa setiap bentuk 

ketidaksesuaian antara kebutuhan 

dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk memenuhinya, di mana 

orang-orang tertentu di masyarakat 

“memilih” bertindak menyimpang 

dari pada mematuhi norma-norma 

sosial. Pada tahap tertentu dari struk-

tur sosial akan meningkatkan 

keadaan dan pelanggaran terhadap 

aturan tersebut dapat menghasilkan 

tanggapan yang “normal”. (IS. 

Susanto, 1991: 45).

Misalnya, ratusan buruh di 

Bandar Lampung berunjuk rasa 

menuntut agar UMK setara dengan 

KHL. Menurut Yohanes Joko 

Purwanto, Koordinator Pusat 

Perjuangan Rakyat Lampung, UMK 

saat ini hanya Rp 1.566.000,- 

sedangkan KHL sudah mencapai Rp 

1.966.000,-. Dengan menyetarakan 

UMK dan KHL pun, maka kese-

jahteraan buruh sebenarnya belum 

terpenuhi. Sebab angka KHL sebesar 

Rp 1.996.000,- masih didasarkan 

pada (KHL) kehidupan buruh lajang. 

(Kompas, 22 Oktober 2015). 

Ancaman dan tindakan anarkis 

pekerja dilakukan dengan mengerah-

kan massa buruh untuk berdemontra-

si. Sedangkan ancaman dari pengu-

saha, yaitu akan pemindahan lokasi 

kegiatan usaha (relokasi) dan pemu-

tusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, menurut Edy Priyono, 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

dapat dijadikan alat politisasi 

Bupati/Walikota (Kompas 8 Septem-

ber 2015). Pertama, keputusan 

tentang angka upah minimum yang 

diambil dalam Dewan Pengupahan 

sifatnya hanya merupakan rekomen-

dasi bagi Bupati/Walikota, di mana 

Bupati/Walikota dapat memakai 

angka yang direkomendasikan dan 

bisa juga tidak. Oleh pengusaha dan 

pekerja, hal itu dimanfaatkan untuk 

melakukan lobi-lobi atau tekanan 

(dari luar Dewan Pengupahan) 

kepada Bupati/Walikota. Akibatnya, 

legitimasi Dewan Pengupahan Kabu-

paten/Kota merosot karena semua 

pihak tahu bahwa akhirnya 

Bupati/Walikota yang menentukan 

usulan UMK untuk disampaikan 

kepada Gubernur. Tidak menghe- 

rankan jika ada serikat pekerja tidak 

mau masuk dalam struktur Dewan 

Pengupahan karena mereka yakin 

bahwa dengan berada di luar, 

perjuangan mereka akan lebih efek-

tif. Kedua, situasi tersebut juga tak 

jarang dimanfaatkan Bupati/Waliko-

ta. Dalam beberapa kasus, upah min-

imum dijadikan alat untuk menarik 

dukungan massa buruh dalam pelak-

sanaan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada). Bahkan, beberapa 

Bupati/Walikota sudah punya gam-

baran angka yang akan diajukan 

kepada gubernur jauh sebelum 

mereka benar-benar menjadi kepala 

daerah. Angka tersebut bahkan men-

jadi bagian dari janji-janji saat kam-

panye. Tim sukses kandidat tersebut 

tampaknya sadar bahwa pekerja mer-

upakan kelompok pemilih potensial 

yang dapat menentukan menang-ka-

lahnya seorang calon Kepala Daerah 

(baik calon Bupati/Walikota, pen). 

UMK menjadi tumpuan pekerja 

karena setiap penetapan UMK diiku-

ti pengerahan massa oleh Organisasi 

Pekerja. Selain itu, UMK dapat 

dijadikan alat komoditas Calon 

Bupati/Walikota pada saat pelaksa-

naan Pilkada. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, ketentuan 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 yang menyebutkan, bahwa 

upah minimum hanya sebagai jaring 

pengaman sosial (Pasal 1 angka 1) 

dan berlaku bagi pekerja yang masa 

kerjanya kurang dari satu tahun 

(Pasal 15 ayat 2) menjadikan pekerja 

(baik yang lama dan baru) “mati-ma-

tian” dalam memperjuangkan UMK 

tersebut. 

Solusi Penetapan UMK 

Salah satu kedudukan tenaga 

kerja yang penting ialah kedudukan 

pekerja selama masa kerja. Kedudu-

kan tenaga kerja tersebut terkait 

dengan upah yang diterima pekerja 

(bukan pekerja lajang), yaitu upah 

yang memenuhi kebutuhan hidup 

layak pekerja dan keluarganya. 

Pada awalnya, penetapan UMK 

setiap tahun dilakukan pemerintah 

(pusat) melalui Departemen Tenaga 

Kerja. Sejak kebijakan Otonomi 

Daerah diterapkan (1999), penetapan 

upah minimum dilakukan oleh 

Gubernur berdasarkan usulan dari 

Bupati/Walikota sesuai dengan dae- 

rahnya masing-masing berdasarkan 

rekomendasi dari Dewan Pengupah-

an Kabupaten dan Kota. 

Menurut Pasal 88 ayat 1 UU 

Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), 

setiap pekerja berhak memperoleh 

upah atau penghasilan yang 

memenuhi kebutuhan hidup layak 

bagi kemanusiaan. Penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak 

adalah jumlah penerimaan pendapa-

tan pekerja dari hasil pekerjaannya, 

sehingga mampu memenuhi kebutu-

han hidup pekerja dan keluarganya 

secara wajar meliputi makanan 

minuman, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan 

jaminan hari tua (Penjelasan Pasal 88 

ayat 1 UU No.13/2003). 

Pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pengupahan yang melin- 

dungi pekerja (Pasal 88 ayat 2 UU 

No.13/2003). Sistem pengupahan 

tersebut adalah Upah Minimum 

(UMK) seperti diatur Permenaker-

trans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Permenakertrans tersebut dinya-

takan, bahwa penetapan upah mini-

mum didasarkan pada KHL dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi yang diarah-

kan pada pencapaian KHL sesuai 

komponen dan tahapan pencapaian 

KHL.

Sistem penetapan UMK tersebut 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam penghitungan UMK serta 

menyebabkan pekerja mengajukan 

tuntutan kenaikan UMK setiap tahun 

diikuti “ancaman dan tindakan 

anarkis”. Hal ini disebabkan, karena 

UMK yang diterima oleh pekerja 

selama ini belum memenuhi kebutu-

han hidup yang layak.   

Dengan terjadinya “tolak-tarik” 

antara pekerja dan pengusaha terse-

but serta adanya tuntutan kenaikan 

UMK setiap tahun, diperlukan 

adanya solusi baru bagi penetapan 

UMK yang akan datang. Sistem 

penetapan UMK tersebut diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak bagi kemanusiaan bagi 

pekerja dan keluarganya.

Pemerintah mengusulkan formula 

sistem pengupahan yang baru 

sebagai bagian dari paket kebijakan 

ekonomi keempat. Pemerintah 

berharap usulan formula ini bisa 

menjamin buruh tidak jatuh pada 

sistem upah minimum yang murah. 

(Kompas, 16 Oktober 2015). Formu-

la tersebut memastikan upah buruh 

naik setiap tahun dengan besaran 

yang terukur, sehingga semua pihak 

tidak perlu membuang energi dalam 

menghitung Upah Minimum.

Formula baru bagi penghitungan 

Upah Minimum tersebut akan disah-

kan dengan Peraturan Pemerintah. 

Cara penghitungan upah: 1) UMP 

tahun depan sama dengan UMP 

tahun ini ditambah UMP tahun ini 

dikalikan inflasi plus tingkat pertum-

buhan ekonomi; 2) penghitungan 

UMP dilakukan setiap tahun, dan 3) 

berlaku secara nasional mulai Janu-

ari 2016 kecuali untuk 8 provinsi. 

Misalnya, UMP di DKI Jakarta 

dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi 5%. Maka, UMP sekarang 

Rp 2,7 juta ditambah Rp 2,7 juta 

dikalikan 10% sehingga UMP sama 

dengan Rp 2,97 juta. (Suara Merde-

ka, 16 Oktober 2015).

Namun, pekerja menolak formula 

pengupahan yang baru yang diajukan 

Pemerintah tersebut dan menuntut 

besaran UMK setara dengan KHL. 

Hal ini disebabkan, karena formula 

baru UMK yang diajukan Pemerin-

tah dalam bentuk Rancangan Pera-

turan Pemerintah (RPP) tersebut 

masih tetap didasarkan pada kebutu-

han hidup buruh lajang. 

Sementara menurut Slamet 

Kuswanto, Wakil Ketua Konfederasi 

Serikat Pekerja Nasional (KSPN) 

Provinsi Jawa Tengah, pekerja masih 

menginginkan mekanisme peng-

hitungan upah yang sudah berjalan 

saat ini, karena dalam RPP tentang 

formula pengupahan tersebut, peker-

ja tidak dilibatkan dalam penetapan 

upah (Kompas, 22 Oktober 2015). 

Dengan demikian dapat dika-

takan, bahwa formula pengupahan 

baru yang diajukan oleh Pemerintah 

tersebut masih “berpotensi” menim-

bulkan terjadinya “tolak-tarik” serta 

“tuntutan kenaikan upah setiap tahun 

diikuti ancaman dan tindakan anar- 

kis”. Untuk itu, diperlukan suatu 

formula pengupahan baru dari 

Pemerintah yang lebih “fair” bagi 

pekerja dan pengusaha, khususnya 

dalam . 

Menurut penulis, formula 

pengupahan baru yang lebih fair 

adalah sistem pengupahan yang 

didasarkan pada kualitas sumber 

daya manusia (SDM) atau keahlian 

maupun ketrampilan (skill) pekerja, 

di mana formula penghitungan UMK 

baru tersebut tidak didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak buruh lajang 

sebagaimana yang dikehendaki 

pekerja.

Simpulan  

Pertama, sistem penetapan 

pengupahan (UMK) yang diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) 

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Upah Minimum 

menyebabkan terjadinya “tolak-ta- 

rik” antara pekerja dan pengusaha 

dalam hal penghitungan upah mini-

mum karena penetapan UMK sudah 

diarahkan dan dipetakan pencapaian-

nya.

Kedua, penetapan UMK yang 

didasarkan pada Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) dengan memperhati-

kan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup layak pekerja dan 

keluarganya sehingga menyebabkan 

pekerja menuntut kenaikan upah 

setiap tahun diikuti ancaman dan 

tindakan anarkis.

Saran 

Pertama, perlu ada sistem peneta-

pan UMK yang akan datang yang 

lebih fair yaitu sistem pengupahan 

yang didasarkan pada kualitas 

sumber daya manusia (SDM) atau 

keahlian dan ketrampilan (skill) 

pekerja. 

Kedua, perlu ada formula peng-

hitungan UMK yang tidak didasar-

kan pada kebutuhan hidup layak 

buruh lajang, agar besaran angka 

nominal UMK setiap tahun setara 

dengan angka pencapaian KHL.
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Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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Pendahuluan

Prinsip hukum (Bruggink, 1999 : 

119) merupakan pikiran dasar yang 

terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum  sehingga prinsip 

hukum merupakan  dasar  dalam 

pembentukan hukum, atau pemben-

tukan hukum harus berorientasi pada 

prinsip  hukum (Yudha, 2010 : 22).  

Prinsip hukum tidak hanya dalam 

rangka pembentukan hukum, akan 

tetapi juga dalam rangka memecah-

kan persoalan hukum (praktek 

hukum) jika aturan hukum yang 

tersedia tidak memadai atau tidak 

dijumpai adanya aturan hukum 

(Simamora, 200 : 22 dan Ramelan, 

2003 : 41).

Prinsip hukum  dibedakan  antara 

prinsip hukum umum dan prinsip 

hukum khusus. Prinsip hukum 

umum adalah prinsip hukum yang 

berhubungan dengan seluruh bidang 

hukum yang merupakan cita-cita 

sehingga merupakan suatu presump-

tion, suatu persangkaan, sesuatu 

yang abstrak, misalnya  putusan 

hakim dianggap benar, setiap orang 

diangap tahu akan undang-undang.  

Prinsip hukum khusus adalah prinsip  

hukum yang berlaku dalam bidang 

hukum tertentu, seperti unus testis 

nullus testis. Prinsip hukum  tidak 

mengenal hirarki  sehingga tidak 

pernah terjadi konflik prinsip 

hukum. Fungsi  prinsip hukum  

dalam penyelesaian perkara  menem-

pati posisi  penting, karena memberi-

kan pesan moral dalam aturan 

hukum sehingga memberikan arti 

bagi kepentingan kehidupan ma- 

syarakat dan sebagai landasan hakim 

untuk menentukan norma hukum  

landasan dalam menyelesaikan suatu 

perkara.  

Berdasarkan hal tersebut, salah 

satu prinsip hukum yang penting 

adalah prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum yang menjadi 

landasan bekerjanya sistem peradilan 

perdata  khususnya peradilan tingkat 

banding, namun tolok ukur prinsip 

hukum ini belum jelas sehingga 

menyebabkan inkonsistensi imple-

mentasi dalam proses peradilan.

Pembahasan

Konsep Prinsip Hukum Sederha-

na, Cepat, dan Biaya Ringan

   Fungsi utama peradilan perdata, 

adalah “the primary function of the 

court is to determine the legality of 

various kind of behavior” (Djamal, 

2009 : 41), dengan fungsi yang 

menekankan pada keabsahan ber- 

bagai jenis prilaku masyarakat 

(peristiwa hukum), maka prinsip 

hukum acara sederhana, cepat, dan 

biaya ringan (salah satu prinsip 

hukum yang berwujud aturan hukum 

yang dipositifkan dalam Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang tentang kekua-

saan Kehakiman merupakan prinsip 

hukum  penting,  melandasi  tahapan 

dan proses peradilan. Prinsip hukum 

ini, meliputi tiga aspek, yakni seder-

hana, cepat, dan biaya ringan.  Seder-

hana merupakan kata sifat, artinya 

bersahaja; tidak berlebih-lebihan, 

sedangkan cepat merupakan kata 

sifat, artinya dalam waktu singkat; 

lekas; segera, sedangkan biaya 

ringan  merupakan kata sifat,  biaya 

yang dikeluarkan untuk mengadakan 

sesuatu sedikit jumlahnya. Ketiga 

aspek ini  merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. 

Semula, prinsip hukum ini berke-

naan dengan ketiadaan pengaturan 

lembaga penggabungan, penjami-

nan, intervensi dan rekes sipil 

(request civil), namun diatur ketentu-

an antisipatif. Pasal 393 HIR ayat 

(1), menyatakan: “Dalam hal menga-

dili perkara dihadapan pengadilan 

Bumiputera tidak boleh diperhatikan 

peraturan yang lebih atau yang lain 

daripada yang ditentukan dalam 

reglemen ini”. Ketentuan ini dengan 

tegas melarang diberlakukan peratu- 

ran lainnya kecuali HIR pada perkara 

orang golongan bumi putera. Pasal 

393 ayat (2) HIR, menyatakan bahwa 

: 
“Akan tetapi Gubernur Jenderal 

tinggal tetap memegang hak, sekadar 
tentang mengadili perkara perdata, 
setelah berbicara dengan Mahkamah 
Tinggi di Indonesia, akan menetap-
kan lagi peraturan lain, yang lebih 
sesuai dengan peraturan tuntutan 
hukum perdata di hadapan penga-
dilan Eropa, untuk pengadilan negeri 
di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, 
jika nyata benar bahwa menurut 
pengalaman, perlu sekali diadakan 
peraturan demikian dan juga untuk 
pengadilan negeri yang lain-lain, jika 
terdapat juga keperluan yang demiki-
an itu”.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) ini 

tidak sinkron. Pasal 393 ayat (2) HIR 

ini   untuk meniadakan ketidakadilan 

yang terdapat dalam HIR. Menghi- 

langkan lembaga penggabungan, 

intervensi, penjaminan, dan rekes 

sipil (request civil) dalam HIR me- 

rupakan langkah menjadikan 

prosedur beracara pada peradilan 

golongan Indonesia (Bumiputra) 

menjadi sederhana, cepat, sehingga   

biaya  ringan.  Praktek,  lembaga 

penggabungan, intervensi, penjami-

nan, dan rekes sipil (request civil) 

yang diatur dalam Rv dalam praktek 

peradilan perdata diberlakukan, 

sehingga terjadi pergeseran tolok 

ukur berlakunya prinsip hukum ini.  

Saat ini, tolok ukur prinsip hukum  

ini  menggunakan tolok ukur penger-

tian modern, seperti  efisien, efektif 

dan biaya dapat dijangkau oleh ma- 

syarakatlihat penjelasan Pasal 2 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keha- 

kiman. Prinsip hukum acara sederha-

na, cepat, dan biaya ringan merupa-

kan prinsip hukum acara yang jelas, 

mudah dipahami dan tidak berbe- 

lit-belit dan merupakan proses 

pemeriksaan yang relatif tidak 

memakan jangka waktu lama sampai 

bertahun-tahun sesuai dengan kese-

derhanaan hukum acara itu sendiri 

(Harahap, 1993 : 54) Namun demiki-

an, meskipun proses beracara dan 

pemeriksaan perkara  harus berjalan 

secara sederhana, cepat dan biaya 

ringan,  proses beracara tidak boleh 

mengurangi ketepatan pemeriksaan 

dan penilaian terhadap hukum dan 

keadilan (Harahap, 1993 : 54). Tolok 

ukur efisien berkaitan dengan 

prosedur yang sederhana, efektif 

berkaitan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama.

Mahkamah Agung menerbitkan 

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1985 

tentang seleksi terhadap saksi-saksi 

yang diperintahkan untuk hadir di 

sidang pengadilan, yang  pada 

pokoknya hendaknya hakim secara 

bijaksana melakukan seleksi terha-

dap saksi-saksi yang diperintahkan 

untuk hadir dipersidangan. Surat 

edaran ini menekankan bahwa hanya 

saksi yang dianggap penting saja 

yang didengar keterangannya. 

Demikian pula Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Biaya Proses Penyelesaian 

Perkara dan Pengelolaanya Pada 

Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang ada dibawahnya, 

mengatur biaya proses perkara pada 

peradilan tingkat banding, dan Mah-

kamah Agung, yang menegaskan 

bahwa proses biaya perkara perdata 

dibebankan kepada pihak atau para 

pihak yang berperkara, Besarnya 

biaya proses pada Pengadilan Ting-

kat Banding sebesar Rp. 150.000,00 

(seratus lima puluh ribu rupiah), 

sedangkan kasasi sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

kecuali perkara dengan prodeo dibe-

bankan kepada negara.  

Penyelesaian perkara perdata 

masih melebihi enam bulan, 

sebagaimana diungkapkan oleh 

Mahkamah Agung dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 3 

Tahun 1998 tentang Penyelesaian 

Perkara, bahwa :

“… Dalam kenyataannya masih 
terdapat penyelesaian perkara yang 
diputus melewati 6 (enam) bulan   
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung tersebut”.

Fakta berikutnya, terdapat dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 6 Tahun 1992 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri, me- 

nyatakan bahwa “Ternyata sampai 

saat ini penyelesaian perkara-perkara 

pidana dan perdata, baik yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri, 

maupun Pengadilan Tinggi, me- 

makan waktu terlalu lama”. Perma- 

salahan ini, bukan terletak pada 

keberadaan jumlah hakim pada 

peradilan tingkat banding, tetapi 

terletak pada keberadaan hukum 

acara yang berlaku.

Upaya untuk melaksanakan prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan, dalam proses 

peradilan dilakukan dengan  dikelu-

arkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat 

Pertama Menerapkan Lembaga 

Damai. Melalui lembaga perdamaian 

(dading) diharapkan proses peradilan 

perdata dapat berlangsung dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi Prinsip Hukum 

Peradilan Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan dalam Perkara 

Perdata 

Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat dan biaya ringan  dalam imple-

mentasinya berhadapan dengan ber- 

bagai macam bentuk upaya hukum, 

seperti perlawanan, banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali, sehingga 

yang tampak dalam praktek 

peradilan perdata terjadi  peradilan 

yang rumit, berbelit-berbelit, serta 

memakan waktu lama. Nampak prin-

sip hukum acara sederhana, cepat, 

dan biaya ringan tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap praktek 

peradilan perdata, terutama praktek 

peradilan tingkat banding. Peradilan 

tingkat banding tidak mampu mem-

batasi jumlah perkara perdata yang 

melakukan upaya hukum kasasi.

Ketidakmampuan peradilan tingkat 

banding sebagai sarana membatasi 

jumlah perkara, salah satunya dise-

babkan karena ketidakjelasan tolok 

ukur prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sehingga 

terjadi kesulitan implementasinya. 

Beberapa pendapat  berusaha meru-

muskan tolok ukur prinsip hukum 

acara sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, diantaranya, Sudikno Mer-

tokusumo, menyatakan: (Sudikno, 

1998: 35)
“Acara yang jelas, mudah dipahami, 
dan tidak berbelit-belit. Makin sedik-
it dan sederhana formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar dipahami atau peraturan-pera-
turan yang berwayuh arti (dubieus), 
sehingga memungkinkan timbulnya 
pelbagai penafsiran, kurang menja-
min adanya kepastian hukum  dan 
menyebabkan keengganan  atau 
ketakutan untuk beracara  di muka 
pengadilan”.

Tolok ukurnya adalah formalitas 

yang diwajibkan. Formalitas menun-

juk adanya tata cara atau prosedur 

tertentu, yang diatur hukum acara 

perdata. Prosedur beracara perkara 

perdata berkaitan dengan fungsi 

peradilan judex facti atau judex juris. 

Tolok ukur ini tidak jelas karena 

masih abstrak, perlu dirumuskan 

menjadi lebih konkrit.  

Selanjutnya,  Sudikno Mertoku-

sumo, menyatakan, bahwa : (Sudik-

no, 1988: :54)
Terlalu banyak formalitas merupa-
kan hambatan bagi jalannya 
peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemerik-
saan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian  daripada berita acara 
pemeriksaan  di persidangan sampai 
pada penanda-tanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak 
jarang suatu perkara tertunda-tunda 
sampai bertahun-tahun karena saksi  
tidak datang atau para pihak bergan-
tian tidak datang atau minta mundur. 
Maka cepatnya jalannya peradilan 
akan meningkatkan kewibawaan 
pengadilan dan menambah keper-
cayaan masyarakat kepada penga-
dilan”.  

Tolok ukurnya berkaitan dengan 

tiga (3) hal, yakni : tata cara persi-

dangan, waktu penyelesaian berita 

acara, dan pelaksanaan putusan. 

Pendapat lainnya, disampaikan oleh 

M. Yahya Harahap (1993 : 35) yang 

menyatakan bahwa 
“…suatu proses pemeriksaan yang 
relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai 
dengan kesederhanaan hukum acara 
itu sendiri. Apa yang sudah memang 
sederhana, jangan sengaja dipersulit 
oleh hakim kearah proses pemerik-
saan yang berbelit-belit dan tersen-
dat-sendat. Jangan sampai jalannya 
pemeriksaan mundur terus untuk 
sekian puluh kali atas berbagai 
alasan yang tidak sah menurut 
hukum.” 

Pendapat ini tidak menentukan tolok 

ukur prinsip hukum sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, hanya mem-

peringatkan hakim untuk konsisten 

terhadap kesederhanaan hukum 

acara perdata.

Sesuai dengan perkembangannya,  

maka tolok ukur prinsip hukum 

sedernana, cepat, dan biaya ringan 

(modern),  adalah efisien,   efektif, 

dan rasional (lihat penjelasan Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Efisiensi  merupakan 

ketepatan cara   dalam menjalankan 

sesuatu  dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya  (kedayagunaan 

atau ketepatgunaan); atau kemam-

puan menjalankan tugas dengan baik 

dan tepat dengan tidak membuang 

waktu, tenaga, biaya. Tata cara 

pemeriksaan perkara perdata pada 

peradilan tingkat banding dilak-

sanakan dengan memperhatikan 

kecepatan waktu pemberkasan per- 

kara pada tahap administrasi justi-

sial, dan tahap pemeriksaan perkara 

oleh majelis. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 tentang 

Pengadilan Peradilan Ulangan tidak 

mengatur tentang tenggang waktu 

pemberkasan pada tahap administra-

si justisial. Demikian pula halnya 

pada tahap pemeriksaan perkara oleh 

majelis hakim, Undang-Undang 

tentang Peradilan Tingkat Banding 

tidak mengatur mekanisme pemerik-

saan perkara sehingga tidak dapat 

diketahui tenggang waktu pemerik-

saan perkara. Jadi, konsep efisiensi 

itu mencakup tiga aspek, yakni 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Implementasi prinsip hukum seder-

hana, cepat, dan biaya ringan, akan 

menjadikan peradilan tingkat ban- 

ding efektif. Efektif, artinya  ada   

akibatnya, pengaruhnya,  atau mem-

bawa hasil  pada proses peradilan 

perdata, berupa keadilan dan kepas-

tian hukum. Tolok ukur efisien dan 

efektif menjadi bermakna jika ditam-

bah dengan rasionalitas, artinya 

implementasi prinsip hukum acara 

sederhana, cepat, dan biaya ringan 

harus memperhatikan   pertimbangan 

yang logis atau menurut pikiran yang 

sehat melalui ketelitian dan kecer-

matan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan.

Praktek peradilan,  Mahkamah 

Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung,  Nomor 6 Tahun 

1992 tentang  Penyelesaian Perkara 

di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 

Negeri yang pada pokoknya meng-

himbau kepada Ketua pengadilan 

negeri dan Ketua pengadilan tinggi 

supaya benar-benar memperhatikan 

pengisian kolom-kolom tentang 

tanggal penerimaan perkara; tanggal 

dimulainya persidangan, tanggal 

putusan, dan penyelesaian minute- 

ring, sehingga nampak penggamba-

ran yang jelas dengan tugas dan 

kewajiban dari badan peradilan, 

untuk mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Tujuan pengisian kolom ini  merupa-

kan bahan  pimpinan badan peradilan   

untuk memperbaiki tenggang waktu 

penyelesaian perkara. Ditegaskan 

pula bahwa pada dasarnya jumlah 

hakim di Pengadilan Negeri maupun 

di Pengadilan Tinggi sudah mencu- 

kupi kebutuhan untuk penyelesaian 

perkara di Pengadilan Negeri atau-

pun di Pengadilan Tinggi dalam 

waktu 6 (enam) bulan, jika melebihi 

6 (enam) bulan Ketua Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tinggi diha-

ruskan untuk melaporkan hal terse-

but dengan menyebut alasan-ala-

sannya kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung 

RI.

 

Kaitan Prinsip Hukum Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan dengan Keadilan, dan 

Kepastian Hukum  Dalam Perkara 

Perdata  

  Prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perka-

ra perdata tidak dapat dilepaskan 

dengan masalah keadilan dan kepas-

tian hukum, karena prinsip hukum 

acara sederhana, cepat dan biaya 

ringan menjadi salah satu tolok ukur 

implementasi keadilan dan kepastian 

hukum. Keadilan dan kepastian 

hukum dapat dibedakan akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan, keduanya 

dibutuhkan dan harus tercermin 

dalam suatu putusan. Putusan yang 

benar, adalah putusan mampu 

mencerminkan  keadilan dan kepas-

tian hukum yang proporsional, tidak 

berat sebelah. Terlalu berat berpihak 

kepada keadilan dengan mengesa-

mpingkan kepastian hukum akan 

menabrak undang-undang yang akan 

menimbulkan ketidakpastian hukum, 

sebaliknya terlalu berat berpihak 

kepada kepastian hukum akan mena-

brak rasa keadilan sehingga menim-

bulkan ketidakadilan. Keadilan dan 

kepastian hukum merupakan dua hal 

yang berbeda namun berkaitan erat 

dengan masalah penegakan hukum. 

Keadilan merupakan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum sedang-

kan kepastian hukum merupakan 

pengetahuan dalam bidang hukum 

positif (Kelsen, 1992 : vii). Pengeta-

huan dalam bidang hukum positif 

merupakan ruang lingkup ilmu 

hukum sedangkan pengetahuan 

dalam bidang politik hukum merupa-

kan ruang lingkup ilmu politik 

hukum. Pada tataran keilmuan, ilmu 

hukum harus dibedakan dengan ilmu 

politik, bahkan menurut Kelsen, ilmu 

hukum harus dibebaskan dari 

unsur-unsur politik, namun dalam 

masyarakat harus dijalankan politik 

(Kelsen, 1992 : vii). Pendapat Kelsen 

ini dikenal dengan ajaran murni 

tentang hukum (Reine Rechtslehre, 

Pure Theory of Law) yang termasuk 

aliran positivisme hukum.

Ajaran tentang hukum positif 

harus bersifat murni, artinya men-

jauhkan ajaran itu dari unsur 

penilaian (Kelsen, 1992 : viii), seper-

ti tidak mempersoalkan tentang 

pengertian keadilan. Jelasnya, ajaran 

murni tentang hukum merupakan 

teori tentang hukum ‘yang senyata- 

nya’ dan ‘tidak mempersoalkan yang 

senyatanya’, seperti apakah hukum 

positif itu baik atau jelek, adil atau 

tidak adil. Suatu hukum positif dapat 

dipandang adil dipandang dari sudut 

politik tertentu, dan tidak adil dipan-

dang dari sudut pandang politik yang 

lain. Ajaran murni tentang hukum 

menjauhkan diri dari penilaian-pe-

nilaian subyektif (Kelsen, 1992: 

viii).

Suatu aturan hukum berlaku atau 

mengapa manusia harus bertingkah 

laku sesuai aturan hukum tertentu, 

tidak dapat ditemukan jawabannya 

dengan menunjuk pada suatu fakta 

yang ada, melainkan suatu aturan 

hukum berlaku karena adanya norma 

yang lebih tinggi, sampai norma 

yang tertinggi dan terakhir yang 

berupa Grundnorm (Kelsen, 1992 : 

ix). Grundnorm merupakan norma 

yang memberikan kesatuan dan 

keutuhan dalam kemajemukan 

norma-norma, karena menjadi dasar 

berlakunya norma-norma yang 

mewujudkan diri sebagai tata hukum 

(Kelsen, 1992 : x). Posisi Grund-

norm seperti ini, menjadikan 

berfungsi sebagai landasan bagi 

berlakunya secara obyektif suatu tata 

hukum positif.

Mengamati keberadaan keadilan 

dan kepastian hukum yang berada 

dalam bidang yang berbeda, maka 

muaranya muncul ketika hukum 

dimaknai bukan sebagai ilmu hukum 

semata tapi sebagai ilmu terapan 

(law in actions). Basuki Rekso 

Wibowo (2011 : 7), menegaskan 

bahwa “sejatinya law in books ha- 

nyalah memuat rumusan normatif 

ideal (das sollen) yang belum tentu 

dengan sendirinya akan menjadi 

operasional dalam kenyataan prak- 

tiknya (das sein)”.  Aturan hukum 

dibuat bukan untuk aturan itu sendiri 

tapi untuk mencapai tujuan, yakni 

ketertiban, keteraturan, kedamaian, 

kemanfatan serta keadilan  (Wibowo, 

2011 : 7), seperti yang ditegaskan 

oleh paham utilatarian dari John 

Stuart Mill maupun Jeremy Ben-

tham, bahwa tujuan hukum adalah 

untuk mendatangkan kebahagian 

yang sebesar-besarnya bagi seban-

yak-banyaknya warga masyarakat 

(the great happines for the great 

numbers) (Wibowo, 2011 : 7).

Ketika hukum dimaknai sebagai 

law in action, memunculkan konflik  

keadilan dan kepastian hukum. 

Keadilan dan kepastian hukum tidak 

mungkin dapat diciptakan bersamaan 

secara mutlak dalam putusan, karena 

sifatnya yang bertentangan. Jika 

mengedepankan keadilan maka akan 

mengorbankan kepastian hukum, 

demikian pula sebaliknya jika 

mengedepankan kepastian hukum 

akan mengorbankan keadilan. Jika 

harus memilih, maka pilihan 

mengedepankan keadilan merupakan 

pilihan utama, karena tujuan utama 

hukum (putusan) adalah keadilan, 

sedangkan kepastian hukum adalah 

tujuan antara menuju tujuan utama. 

Aristoteles (Marbun, 1997 : 11) me- 

nyatakan bahwa pada hakekatnya 

substansi hukum adalah keadilan, 

yakni hukum sebagai ius, iustitia, 

recht atau right,   mengandung prin-

sip atau asas yang berintikan 

keadilan. Demikian juga Roscoe 

Pound (Huijbers, 1982 : 7), menya-

takan bahwa hakikat hukum mem-

berikan keadilan dalam masyarakat. 

Demikian pula menurut Thomas 

Aquinas (Sumaryono, 2002 : 167), 

bahwa tujuan hukum untuk menca-

pai kebaikan umum, yakni demi 

tercapainya kebahagian dalam 

hidupnya. Pendapat yang sama 

disampaikan Soernarjati Hartono 

(Hartono, 1976 : 17),  yang menya-

takan bahwa  “tujuan hukum yang 

terpenting adalah untuk mencapai 

keadilan di dalam masyarakat”.     

Keadilan mulai muncul ber- 

hubungan dengan hukum ketika 

mengamati hukum dari dari aspek  

‘fair’ atau ‘unfair’ (Hart, 1988 : 

154). ‘Fair atau unfair’ tidak 

berdampingan dengan moralitas, 

yang nampak ketika beban atau man-

faat  tertentu hendak didistribusikan 

dan konpensasi atas kerugian yang 

diderita. Keadilan bukan hanya 

berhubungan dengan distribusi atau 

kompensasi, namun juga berhubu- 

ngan dengan “...but also of a judge 

as just or unjust; trial as fair or 

unfair; and a person as justly or 

unjustly convicted” (Hart, 1988 : 

154-155).

Prinsip umum dalam penerapan 

konsep keadilan, bahwa  individu 

dihadapan individu lainnya berhak 

atas kedudukan yang setara atau 

ketidaksetaraan (“ individuals  are 

entitled in respect of each other to a 

certain relative position of equality 

or inequality”) (Hart, 1988 : 155). 

Ketika penegakan hukum perdata 

dilakukan maka setiap penggugat 

dan tergugat mempunyai hak 

kedudukan relatif berupa kesetaraan 

atau ketidaksetaraan. Jika, salah satu  

pihak memperoleh perlakuan yang 

berbeda maka hal itu harus dipulih-

kan sehingga terjadi kesetaraan. 

Muncullah kemudian apa yang dike-

nal dengan pandangan keadilan 

sebagai sarana pemeliharaan atau 

pemulihan kesimbangan atau propor-

si (“...as maintaining or restoring a 

balance or proportion...”) dengan 

prinsip hukumnya bahwa perlakukan 

hal yang serupa dengan cara yang 

serupa (“treat like cases alike”) dan 

perlakukan hal yang berbeda dengan 

cara yang berbeda (“treat different 

cases differently”) (Hart, 1988 : 

155).

Prinsip hukum perlakukan hal 

yang serupa dengan cara yang serupa 

mempunyai aspek, yakni aspek kese-

ragaman atau konstan (a uniform or 

constant feature) dan aspek tidak 

tentu yang berkaitan dengan kapan 

sesuatu dipandang serupa atau berbe-

da (a shifting or varying criterion 

used in determining when, for any 

given purpose, cases are alike or 

different) (Hart, 1988 : 156). Konsep 

keadilan dalam penerpannya me- 

ngandung rujukan tersirat pada suatu 

standar yang bervariasi sesuai 

dengan klasifikasi hal-hal yang 

dituju.

Keserupaan dan perbedaan yang 

relevan dintara individu yang harus 

dirujuk oleh penegak hukum, diten-

tukan oleh hukum. Tidak ada 

prasangka atau kepentingan yang 

mempengaruhi penegak hukum 

dalam memperlakukan para pihak 

secara setara (Hart, 1988 : 156). Oleh 

karena itu, standar-standar prosedu- 

ral semacam “ audi alteram partem” 

dipandang sebagai ketentuan 

keadilan, yang berfungsi sebagai 

jaminan pelaksanaan prinsip hukum 

ketidakberpihakan (impartiality) 

atau kejujuran (objectivity), yang 

dimaksudkan untuk  memastikan 

bahwa hukum diterapkan bagi semua 

orang dan hanya bagi mereka yang 

serupa dalam segi-segi yang relevan 

yang ditentukan oleh hukum itu 

sendiri (Hart, 1988: 156).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas ini maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

sebagai negara hukum dapat ditegak-

kan jika  mempunyai independensi 

peradilan melalui implementasi prin-

sip hukum hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam pem-

bentukan hukum dan praktek hukum.  

Tolok ukur prinsip hukum acara ini 

mengalamai perkembangan, yakni 

menjadi efisiensi, efektivitas, dan 

rasionalitas.  

Saran

Melakukan pembaharuan Undang- 

Undang  tentang Peradilan Tingkat 

Banding dan RBg, dengan meletak-

kan prinsip hukum acara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan sebagai 

pedoman penyusunan aturan hukum 

tentang tata cara pemeriksaan perka-

ra perdata.
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